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PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa 
angkutan penyeberangan. Dalam menjalankan kegiatan perusahaannya terdapat beberapa prosedur yang dibuat 
supaya pekerjaan dapat menjadi efektif dan efisien. Salah satu prosedur yang dibuat yaitu Prosedur Pengadaan 
Pelimpahan Wewenang. Prosedur ini dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dari unit kerja pemakai dalam 
melakukan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan. Pada Divisi Pengelolaan Properti dan Umum, prosedur 
ini merupakan salah satu prosedur rutin yang dilakukan karena sesuai dengan namanya pelimpahan wewenang 
artinya setiap pengadaan yang memiliki biaya dua ratus juta rupiah akan dilaksanakan proses nya dari awal hingga 
akhir oleh Divisi Pengelolaan Properti dan Umum. Tugas Karya Akhir ini ditulis bertujuan untuk memberikan 
informasi bagaimana pelaksanaan Prosedur Pengadaan Pelimpahan Wewenang dalam Divisi Pengelolaan Properti 
dan Umum PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Metode penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah melalui observasi serta wawancara dengan staf Divisi Pengelolaan Properti dan Umum. Hasil dari 
penjelasan menunjukkan bahwa implementasi prosedur sudah berjalan cukup baik, sesuai dengan prinsip 
pengadaan, dan juga teratur, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang terjadi namun dapat 
diatasi sehingga prosedur tetap berjalan dengan lancar.  
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ABSTRACT 
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) is one of the state-owned companies engaged in crossing transportation 
services. In carrying out its corporate activities there are several procedures designed to make work effective and 
efficient. One of the procedures made is the Procurement Procedure for Delegation of Authority. This procedure 
is carried out to meet the demand of the user's work unit in conducting procurement of goods in accordance with 
the needs. In the Property and General Management Division, this procedure is one of the routine procedures 
carried out because as the name implies the delegation of authority means that any procurement that costs two 
hundred million rupiahs will be carried out from start to finish by the Property and General Management 
Division. This final paper is written to provide information on how to implement the Procurement Procedure for 
the Delegation of Authority in the Property and General Management Division of PT ASDP Indonesia Ferry 
(Persero). The writing method used in data collection is through observation and interviews with the staff of the 
Property and General Management Division. The results of the analysis show that the implementation of the 
procedure has gone quite well, in accordance with the principles of procurement, and is also orderly, although 
in the implementation there are several obstacles that have occurred, they can be overcome so that the procedure 
continues to run smoothly.  
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Administrasi merupakan salah satu 
kegiatan dilakukan dalam sebuah perusahaan, 
karena dengan adanya administrasi dapat dijadikan 
sebagai dasar pengambilan keputusan seperti untuk 
melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan 
perusahaan apakah kondisi perusahaan sedang 
berjalan dengan baik atau tidak. Dalam arti luas 
administrasi memiliki pengertian yaitu sebuah 
kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh 
sekelompok orang menurut pembagian kerja yang 
sudah ditentukan dalam struktur dengan 
mendayagunakan sumber saya untuk mencapai 
tujuan secara efektif dan efisien (Nasution, 2016). 
Korespondensi bisnis sebagai salah satu 
kegiatan administrasi merupakan beragam aktivitas 
pertukaran informasi yang menggunakan media 
surat untuk menunjang aktivitas perusahaan. Surat 
diketahui sebagai salah satu media komunikasi 
dalam bentuk tulisan yang digunakan untuk 
menyampaikan informasi kepada pihak lain atas 
nama pribadi maupun kedinasan yang biasanya 
disebut dengan surat bisnis seperti surat penawaran, 
surat permintaan, surat pengiriman barang, surat 
aduan, dan sebagainya.   
Dalam melakukan kegiatan administrasi 
korespondensi ini harus memiliki suatu pola yang 
tetap supaya dapat dijadikan sebagai pedoman atau 
dasar perusahaan dalam mengeluarkan surat karena 
kegiatan ini adalah sebuah aktivitas rutin setiap hari 
yang akan dilakukan, oleh karena itu diperlukan 
pengelolaan yang baik. Prosedur atau dalam 
perusahaan sering disebut juga dengan SOP 
(Standar Operating Procedure) adalah hal yang 
wajib ada dalam sebuah perusahaan karena dengan 
adanya SOP akan mengatur setiap kegiatan 
perusahaan dengan baik dan benar sehingga 
tercapainya tujuan perusahaan secara efektif.  
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 
merupakan salah perusahaan BUMN yang bergerak 
di bidang jasa angkutan penyeberangan. Dalam 
menjalankan aktivitas perusahaannya terdapat 
berbagai macam kegiatan yang rutin dilakukan salah 
satunya yaitu kegiatan Pengadaan Pelimpahan 
Wewenang oleh Divisi Pengelolaan Properti dan 
Umum Kantor Pusat PT ASDP Indonesia Ferry 
(Persero).  
Pengadaan merupakan kegiatan yang 
dilakukan secara rutin yang biasa nya berupa alat 
tulis kantor, komputer atau laptop, dan peralatan 
kerja lainnya seperti kursi, meja, dan lemari. Dalam 
pelaksanaannya akan berhubungan dengan pihak 
eksternal yaitu melalui vendor yang sudah bekerja 
sama dengan perusahaan untuk memesan barang-
barang yang dibutuhkan, ketentuan untuk 
melakukan pelimpahan pelaksanaan pengadaan 
yaitu nominal yang dikeluarkan maksimal 
Rp200.000.000,00 dengan menggunakan form 
manual yang ditandangani oleh manajer terkait.  
Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang 
tepat supaya dalam melaksanakan kegiatan 
pengadaan ini akan berjalan dengan efektif serta 
terciptanya komunikasi yang baik antara dua belah 
pihak. Namun tentunya dalam pelaksanaan prosedur 
ini terkadang akan terjadi kendala sehingga 
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang 
membuat proses pengadaan menjadi terhambat, 
maka dari itu perlu diperhatikan dengan baik setiap 
prosesnya sehingga dapat terlaksana dengan tepat 
dan tidak merugikan kedua belah pihak. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Definisi Administrasi 
Administrasi dalam arti sempit biasa 
dikenal juga dengan tata usaha, menurut J, Wajong 
dalam Silalahi (2002:5) menyampaikan bahwa 
kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha 
yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi 
dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan 
bagi pimpinan. Menurut John M. Pfiffner dalam 
Hamali, Budihastuti, & Listianti (2019:4) 
mengatakan administrasi adalah kegiatan 
mengorganisasi dan menggerakkan sumber daya 
manusia dan materiil untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan.  
Definisi Pengadaan  
Pengadaan adalah sebuah proses bisnis 
memilih sumber , pemesanan, dan memperoleh 
barang atau jasa (Putra, Atmando, & Azizah, 
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2015:2). Menurut Christoper (2007) dalam 
Prayatna, Sayekti, & Trismiaty (2018:1) pengadaan 
adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang 
dan jasa yang diperlukan perusahaan dilihat dari 
kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari 
kualitas, kuantitas, waktu, dan harga yang 
terjangkau.  
Definisi Prosedur 
Prosedur menurut Narko dalam Wijaya & 
Irawan (2018:26-27) adalah urut-urutan pekerjaan 
klerikal yang melibatkan beberapa orang yang 
disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang 
sama terhadap penanganan transaksi perusahaan 
yang berulang-ulang. Menurut The Liang Gie 
dalam Hidayat, MM, & Jumiatin, 2016:96) 
prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah 
menjadi pola tetap dalam melakukan suatu 
pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. 
TUJUAN PENULISAN 
Untuk menjelaskan tentang Prosedur Pengadaan 
Pelimpahan Wewenang pada Divisi Pengelolaan 
Properti Dan Umum serta menjelaskan 
implementasi dan kendala pada Prosedur Pengadaan 
Pelimpahan Wewenang pada Divisi Pengelolaan 




Pengadaan merupakan kegiatan rutin yang 
dilakukan di kantor pusat PT ASDP Indonesia Ferry 
(Persero) salah satu nya pada Divisi Pengelolaan 
Properti dan Umum. Dalam melakukan pengadaan 
barang atau jasa, terdapat prinsip - prinsip yang 
perlu diketahui sehingga pada pelaksanaannya dapat 
berjalan baik. Prinsip – prinsip tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Efisien: Pelaksanaan pengadaan barang 
atau jasa diharapkan dapat menghasilkan 
pekerjaan yang optimal dengan waktu yang 
singkat dan menggunakan anggaran secara 
wajar namun tidak sekadar melihat harga 
terendah.  
2. Efektif: Pengadaan barang atau jasa harus 
sesuai dengan kebutuhan yang sudah 
ditetapkan dan memberikan manfaat sesuai 
sasaran. 
3. Kompetitif: Pengadaan barang atau jasa 
dilaksanakan secara terbuka, memenuhi 
syarat/kriteria berdasarkan prosedur yang 
sudah ditentukan. 
4. Transparan: Seluruh ketentuan dan juga 
informasi terkait pengadaan barang atau 
jasa dilaksanakan secara terbuka. 
5. Adil dan wajar: Dalam melaksanakan 
pengadaan barang atau jasa selalu 
memberikan perlakuan yang sama untuk 
seluruh calon vendor atau penyedia barang 
atau jasa. 
6. Accountable: Dapat mencapai tujuan dan 
dipertanggungjawabkan kebenarannya 
sehingga tidak akan menimbulkan 
penyalahgunaan ataupun penyimpangan. 
7. Menyederhanakan dan mempercepat 
proses pengambilan keputusan di dalam 
pengadaan barang atau jasa guna mencegah 
dan juga mengurangi kerugian bagi 
perusahaan. (PT ASDP Indonesia Ferry 
(Persero), 2014) 
Pada Kantor Pusat PT ASDP Indonesia Ferry 
(Persero) dalam melaksanakan pengadaan barang 
dan jasa sendiri berpedoman pada Keputusan 
Direksi Nomor KD.360/UM.201/ASDP-2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 
dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry 
(Persero). Divisi Pengelolaan Properti dan Umum 
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 
pengadaan barang dan jasa yang disebut dengan 
Pengadaan Pelimpahan Wewenang yang tertulis 
dalam Keputusan Direksi Nomor KD 360 Bab II-10 
poin 2.4 mengenai Pelimpahan Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Tertentu. 
Dikatakan sebagai pelimpahan wewenang 
karena dalam pelaksanaannya, Direksi 
melimpahkan tanggung jawab untuk pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa kepada beberapa unit 
kerja dalam kantor pusat salah satu nya kepada 
Divisi Pengelolaan Properti dan Umum dengan 
menggunakan metode pembelian langsung yang 
 
Jurnal Administrasi Bisnis Terapan 






memiliki nilai maksimal pengadaan 
Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).  
Pengadaan yang dilaksanakan dalam Divisi 
Pengelolaan Properti dan Umum sendiri mencakup 
kebutuhan operasional kantor dan juga 
pemeliharaan rutin umum yang terdiri dari listrik, air 
bersih, telepon , konsumsi, BBM operasional, 
perawatan kendaraan, perawatan gedung, peralatan 
kerja/kantor, perlengkapan kantor, pengurusan izin 
usaha, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak 
kendaraan, perawatan peralatan kerja, ATK (Alat 
Tulis Kantor), obat-obatan kesehatan, sewa 
kendaraan, fasilitas penunjang manajemen, benda 
pos, dan ekspedisi.  
Pengadaan dilakukan dengan metode 
pembelian langsung yaitu artinya metode dengan 
cara pembelian terhadap barang atau jasa yang 
terdapat di perkulakan modern/non perkulakan 
modern dan penyedia jasa modern/non penyedia 
jasa modern oleh karena itu nilainya berdasarkan 
harga pasar, dan juga memiliki dua cara yaitu 
pembelian barang/jasa secara tunai dan pembelian 
barang/jasa dengan cara penerbitan surat pemesanan 
barang/jasa atau kontrak. Perkulakan modern atau 
penyedia jasa modern merupakan penyedia barang 
dan jasa yang sudah mempunyai reputasi baik 
nasional maupun internasional yang sudah 
menerapkan suatu sistem transaksi penjualan atau 
penyewaan yang mampu dipertanggungjawabkan 
secara transparan dari segi harga, kualitas, dan 
dokumentasi pembuktian pembayaran.  
Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 
Divisi Pengelolaan Properti memiliki tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan user atau unit kerja pemakai 
dalam ruang lingkup pengadaan alat tulis kantor 
(ATK) ataupun pemeliharaan gedung kantor dimana 
untuk dapat melaksanakan prosedur pengadaan 
barang dan jasa tersebut dibutuhkan beberapa 
dokumen yang harus tersedia supaya dapat 
menunjang kelancaran prosedur dari awal sampai 
dengan selesai dan berjalan dengan efektif untuk 
setiap divisi yang berperan dapat proses pengadaan 
pelimpahan wewenang.  
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Data yang diguankan adalah data 
sekunder yang bersumber dari PT. ASDP Indonesia 
Ferry (Persero). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
PROSEDUR PENGADAAN PELIMPAHAN 
WEWENANG PADA DIVISI PENGELOLAAN 
PROPERTI DAN UMUM PT ASDP 
INDONESIA FERRY (PERSERO). 
Prosedur Pengadaan Pelimpahan Wewenang 
dalam pelaksanaannya memiliki delapan alur yang 
harus dilakukan, yaitu:  
1. Pengajuan permintaan pengadaan 
barang/jasa 
Pengajuan permintaan pengadaan barang/jasa 
merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam 
Prosedur Pengadaan Pelimpahan Wewenang. Dalam 
tahap ini user pemakai yang ingin mengajukan 
pengadaan barang atau jasa akan membuat Surat 
Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J) 
dimana alokasi anggarannya telah tercantum 
terlebih dahulu dalam RKAP. Detail barang yang 
dibutuhkan untuk pengadaan akan dituangkan dalam 
Surat Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J). 
Isi dari SPPB/J terdiri dari nama, jumlah, dan 
spesifikasi yang detail terkait dengan barang yang 
dibutuhkan, selain itu juga unit kerja pemakai 
menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang 
dicantumkan dalam SPPB/J dimana berguna sebagai 
alat menilai kewajaran dari harga penawaran yang 
diajukan. Permintaan pengadaan barang/jasa di 
lingkungan kantor pusat PT ASDP Indonesia Ferry 
(Persero) untuk nilai pengadaan sampai dengan 
Rp200.000.000,00 diajukan dan ditandatangani oleh 
manajer unit kerja pemakai, vice president unit kerja 
pemakai, vice president perencanaan dan 
pengendalian keuangan, serta vice president 
logistik. Divisi Perencanaan dan Pengendalian 
Keuangan sebelum menyetujui permintaan 
pengadaan barang yang diajukan oleh unit kerja 
pemakai akan menganalisis terlebih dahulu apakah 
memiliki anggaran yang cukup atau tidak untuk 
melaksanakan pengadaan, karena perlu diketahui 
bahwa Divisi Perencanaan dan Pengendalian 
Keuangan memiliki wewenang untuk menolak Surat 
Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J) 
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apabila tidak tersedia nya anggaran untuk unit kerja 
pemakai tersebut atau anggaran tersedia namun 
spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak memenuhi 
syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan kantor. 
Selain itu juga mengapa perlu diketahui oleh Divisi 
Logistik karena Divisi Logistik akan mengevaluasi 
terlebih dahulu terkait ketersediaan barang yang 
dibutuhkan, yang nanti nya apabila terdapat 
persediaan atau stok barang yang diminta maka 
proses pengadaan tidak perlu dilakukan. Berikut 
contoh form nota dinas dan Surat Permintaan 
Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J). 
2. Pembuatan permintaan penawaran oleh 
Unit Kerja Properti dan Umum kepada 
vendor 
Alur selanjutnya yang dilakukan untuk 
mengadakan prosedur pengadaan adalah pembuatan 
surat permintaan penawaran kepada vendor terkait 
barang atau jasa yang dibutuhkan oleh user. Unit 
kerja Properti dan Umum akan membuat surat 
permintaan penawaran harga kepada vendor yang 
dituju, menuliskan detail nama, jumlah, kuantitas, 
spesifikasi barang yang dibutuhkan dan disertakan 
juga syarat dan ketentuan sesuai dengan yang 
tertulis dalam SPPB/J yang telah diajukan oleh unit 
kerja pemakai. Surat permintaan penawaran ini akan 
dikirimkan kepada vendor, selanjutnya vendor akan 
mengisi kolom harga sesuai dengan yang diminta 
dalam surat permintaan penawaran, harga sudah 
termasuk pajak PPN 10%. Surat disetujui dan 
ditandantangani oleh manajer unit kerja properti dan 
umum. 
 
3. Pembuatan penawaran harga dari 
vendor 
Vendor yang telah disetujui untuk dijadikan 
sebagai penyedia barang/jasa akan mengajukan 
surat penawaran. Surat penawaran adalah sebuah 
dokumen yang dibuat dan disampaikan oleh vendor 
yaitu pihak calon penyedia barang/jasa dengan 
melampirkan dokumen yang berisikan detail terkait 
barang/jasa yang diminta oleh unit kerja pemakai 
berdasarkan form surat permintaan penawaran harga 
yang dikirimkan oleh unit kerja properti dan umum, 
surat penawaran harga dapat mencantumkan harga 
dalam bentuk mata uang asing maupun rupiah. 
Dalam surat penawaran harga akan dicantumkan 
harga yang ditawarkan dari vendor sesuai dengan 
jenis barang dan spesifikasi yang diminta, surat 
penawaran yang dibuat oleh vendor biasanya akan 
berisikan syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan 
pengadaan dan akan ditanda tangani oleh pimpinan 
yang bersangkutan, bermeterai yang cukup, dan ber-
cap perusahaan.  
 
4. Melakukan negosiasi harga 
Unit kerja properti dan umum bertanggung 
jawab untuk melakukan negosiasi harga kepada 
vendor yang sudah dipilih sebagai penyedia 
barang/jasa. Setelah vendor mengirimkan surat 
penawaran harga yang berisikan harga yang 
ditawarkan oleh vendor sesuai dengan barang atau 
jasa yang dibutuhkan untuk pengadaan, maka 
selanjutnya akan dilaksanakan negosiasi harga. 
Negosiasi harga dilakukan guna untuk melakukan 
nego terhadap harga yang ditawarkan vendor apakah 
dapat dikurangi sesuai dengan kuantitas barang yang 
dibutuhkan supaya dapat menghasilkan biaya yang 
efisien, dalam proses melakukan negosiasi harga 
terdapat dua dokumen yaitu Berita Acara Negosiasi 
Harga dan Lampiran Berita Acara Negosiasi.  
Form Berita Acara Negosiasi Harga dibuat oleh 
unit kerja properti dan umum yang berisikan 
informasi bahwa telah dilaksanakannya negosiasi 
penawaran harga dengan surat penawaran harga 
yang dikirimkan oleh vendor, hal – hal yang 
berkaitan dengan kesepakatan antara dua pihak 
disampaikan dalam Form Berita Acara Negosiasi 
Harga yaitu dicantumkan harga semula sebelum 
penawaran dan harga setelah dinegosiasi yang sudah 
diakumulasikan dengan pajak PPN 10%, serta 
ketentuan lain seperti jangka waktu penyelesaian 
barang, dan proses pembayaran. Form Berita Acara 
Negosiasi Harga akan disetujui dan ditandatangani 
vendor terkait, ditanda tangani oleh manajer, staf, 
dan diketahui oleh vice president unit kerja properti 
dan umum.  
Lampiran berita acara negosiasi harga berisikan 
penjabaran daftar barang atau jasa yang dibutuhkan 
beserta harga yang dinegosiasikan oleh unit kerja 
properti dan umum. Hasil negosiasi harga yang 
disusun harus dibawah harga pagu dimana yang 
telah ditetapkan oleh unit kerja pemakai pada saat 
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mengajukan Surat Permintaan Pengadaan Barang 
dan Jasa (SPPB/J), jika sudah disetujui oleh kedua 
belah pihak maka dokumen akan ditandatangani 
oleh vendor dengan cap perusahaan, dan juga oleh 
unit kerja properti dan umum. 
 
5. Pembuatan Surat Pemesanan 
Barang/Jasa (SPB/J) 
Pembuatan Surat Pemesanan Barang/Jasa 
(SPB/J) atau juga dapat disebut dengan Purchase 
Order (PO) adalah tugas unit kerja properti dan 
umum setelah selesai dilakukan negosiasi harga 
yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Surat 
Pemesanan Barang/Jasa berisikan daftar barang 
secara detail termasuk kuantitas dan satuan nya yang 
dibutuhkan, lalu juga memasukkan harga yang 
sudah dinegosiasi, tertulis keterangan nama vendor, 
alamat kantor, dan NPWP perusahaan sebagai 
penyedia barang/jasa, dan terdapat syarat dan 
ketentuan yang harus diperhatikan dan dipenuhi 
berkaitan untuk pelaksanaan proses pemesanannya 
supaya tidak terjadi ke salah pahaman antara dua 
pihak yaitu pihak vendor dan pihak perusahaan 
seperti jangka waktu pelaksanaan, denda dan sanksi 
yang akan diterima apabila terjadi keterlambatan 
dari waktu yang telah ditentukan. Surat Pemesanan 
Barang/Jasa (SPB/J) akan ditandatangani dan 
disetujui oleh dua pihak yaitu pimpinan perusahaan 
vendor dan vice president unit kerja properti dan 
umum serta dibuat dua rangkap yang masing-
masing dilengkapi dengan meterai yang cukup.  
 
6. Progress atau selesai pekerjaan 
Progress atau selesai pekerjaan yaitu setelah 
sudah dibuat Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J) 
kepada vendor yang ditunjuk sebagai penyedia 
barang/jasa maka proses pengadaan dilaksanakan 
selama jangka waktu yang telah dituliskan dalam 
syarat dan ketentuan Surat Pemesanan Barang/Jasa 
(SPB/J). dalam pelaksanaannya, penerimaan barang 
dapat dibagi menjadi dua yaitu dibuat secara 
progress per termin atau bertahap dan juga dapat 
langsung full selesai, apabila kedua belah pihak 
menyepakati untuk dibuat menjadi bertahap maka 
akan dituliskan dalam ketentuan serah terima 
pekerjaan.  
 
7. Penerimaan barang 
Barang yang sudah dituliskan untuk diajukan 
pengadaannya akan diproses setelah Surat 
Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J) sudah ditanda 
tangani oleh kedua belah pihak, dalam jangka waktu 
yang sudah ditentukan oleh unit kerja dan umum lalu 
setelah itu barang akan di proses oleh pihak vendor, 
selanjutnya apabila barang sudah tersedia akan 
diterima langsung oleh unit kerja properti dan 
umum.  
Pada saat barang sudah diterima oleh unit kerja 
properti dan umum maka akan dibuatkan Berita 
Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dimana 
dijadikan sebagai bukti bahwa kegiatan pengadaan 
barang/jasa telah selesai dilakukan dan akan dirinci 
kembali barang/jasa yang dipesan apakah terdapat 
catatan tertentu atau tidak dan harus sesuai dengan 
apa yang tertulis di dalam Surat Pemesanan 
Barang/Jasa (SPB/J). Form Berita Acara 
Penyelesaian Pekerjaan akan ditanda tangani oleh 
pihak vendor, unit kerja properti dan umum, dan 
diketahui juga oleh Vice President Properti dan 
Umum serta Vice President Logistik bahwa kegiatan 
pengadaan sudah dilaksanakan, barang sudah 
diterima dan diperiksa dengan baik. 
 
8. Penerimaan barang oleh user pemakai 
Penerimaan barang oleh user atau unit kerja 
pemakai adalah kegiatan yang dilakukan apabila 
barang yang dipesan melalui unit kerja properti dan 
umum akan diserahkan kepada unit kerja pemakai. 
Dokumen yang dibutuhkan yaitu Form Bukti Serah 
Terima Barang dimana sebagai bukti dokumen 
bahwa barang akan diserahkan kepada unit kerja 
pemakai sesuai dengan yang tertulis sebelumnya di 
dalam Surat Pemesanan Barang/Jasa dengan 
menerangkan kondisi barang dan ditandatangani 
oleh unit kerja pemakai serta unit kerja properti dan 
umum. Jadi, untuk Bukti Serah Terima Barang 
adalah kegiatan yang dilakukan antara pihak yang 
mengajukan permintaan pengadaan atau unit kerja 
pemakai dengan yang melaksanakan pengadaan 
yaitu unit kerja properti dan umum. 
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Apabila proses penerimaan barang antara 
vendor dengan unit kerja properti dan umum telah 
dilakukan dan juga sudah diserahkan kepada unit 
kerja pemakai maka pelaksanaan prosedur 
pengadaan pelimpahan wewenang telah selesai, 
pekerjaan yang dilakukan sudah dinyatakan 100% 
selesai yang dibuktikkan dengan Berita Acara 
Penyelesaian Pekerjaan. Selanjutnya dilakukan 
proses pembayaran pekerjaan kepada vendor yang 
akan dilaksanakan oleh Divisi Keuangan Kantor 
Pusat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 
Dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk 
penagihan akan diserahkan oleh vendor kepada 
Divisi Keuangan melalui Divisi Pengelolaan 
Properti dan Umum. Dokumen penagihan yang 
perlu dilampirkan berupa: 
1. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran), 
2. Invoice, 
3. Kuitansi bermeterai cukup, 
4. Faktur Pajak, 
5. Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J), dan 
6. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 
(BAPP).  
 
Implementasi Prosedur Pengadaan Pelimpahan 
Wewenang pada Divisi Pengelolaan Properti dan 
Umum PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 
Pada pelaksanaan Prosedur Pengadaan 
Pelimpahan Wewenang yang dilakukan oleh Divisi 
Pengelolaan Properti dan Umum PT ASDP 
Indonesia Ferry (Persero)  penulis melakukan 
wawancara singkat bersama dengan staf unit kerja 
properti dan umum. Dalam wawancara yang telah 
penulis lakukan, staf unit kerja properti dan umum 
menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya sudah 
berjalan cukup baik sesuai dengan prosedur yang 
ada. Berdasarkan Keputusan Direksi PT ASDP 
Indonesia Ferry (Persero) Nomor: 
KD.360/UM.201/ASDP-2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 
pada Bab 1.4 Prinsip Pengadaan Barang terdapat 
tujuh prinsip pengadaan barang/jasa.  
Implementasi pada Prosedur Pengadaaan 
Pelimpahan Wewenang sudah sesuai dengan prinsip 
pengadaan barang/jasa, yaitu proses pengadaan 
berjalan dengan efektif dan efisien dimana dalam 
mengajukan permintaan pengadaan unit kerja 
pemakai atau user harus memastikan bahwa 
memang sesuai kebutuhan dan menggunakan 
anggaran yang seminimal mungkin dengan tetap 
memperhatikan kualitas dari barang yang 
dibutuhkan, selain itu juga dari segi waktu proses 
pelaksanaan menjadi lebih cepat karena terdapat 
unit kerja properti dan umum yang akan memproses 
permintaan pengadaan dan hasil yang sesuai dengan 
apa yang telah diajukan oleh unit kerja pemakai 
sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat 
berjalan lancar. Bekerja sama dengan penyedia 
barang/jasa yang berkompeten memenuhi syarat 
atau kriteria dari yang perusahaan sudah tetapkan, 
diterapkannya transparasi informasi terhadap proses 
pelaksanaan pengadaan seperti informasi 
pembayaran termasuk segala syarat dan ketentuan 
yang harus dijalankan baik oleh unit kerja properti 
dan umum, vendor, dan unit kerja pemakai. Berlaku 
adil kepada setiap penyedia barang/jasa dan dapat 
mempertanggungjawabkan setiap proses 
pelaksanaan pengadaan sehingga menghindari 
adanya kesalahan prosedur.  
Kendala yang terkadang terjadi pada saat 
melaksanakan Prosedur Pengadaan Pelimpahan 
Wewenang dalam Unit Kerja Properti dan Umum 
adalah sebagai berikut: 
Anggaran yang tidak sesuai atau tidak cukup 
dengan pengajuan permintaan pengadaan. Artinya 
yaitu ketika unit kerja pemakai mengajukan 
permintaan pengadaan namun ternyata anggaran 
yang tersedia dalam unit kerja tersebut tidak 
memenuhi untuk melaksanakan pengadaan, oleh 
karena itu perlu dilakukan perubahan harga sesuai 
dengan anggaran yang tersedia. 
Memasukkan referensi harga dalam Surat 
Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J) 
menggunakan harga diskon atau terlalu rendah dari 
standar penetapan harga seperti harga yang 
tercantum dalam e-commerce Shopee atau 
Tokopedia dimana belum tentu akan membeli 
barang yang dibutuhkan dari toko tersebut karena 
biasanya perusahaan sudah memiliki daftar vendor 
sebagai penyedia barang/jasa. Apabila unit kerja 
pemakai mengajukan harga yang tertera dalam 
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platform seperti Shopee atau Tokopedia akan sulit 
untuk melakukan negosiasi harga karena harga yang 
tertera pertama kali terlalu rendah selain itu juga 
belum jelas terkait kredibilitas toko seperti keaslian 
barang ataupun untuk klaim garansi.   
Dokumen yang tidak lengkap terkait untuk 
penagihan atau kesalahan penulisan di salah satu 
dokumen contohnya seperti pada faktur pajak. 
kesalahan penulisan nomor seri faktur pajak yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan akan menghambat 
proses pembayaran karena seluruh dokumen yang 
berkaitan dengan pembayaran harus menyantumkan 
tanggal yang sama, apabila terjadi kesalahan 
penulisan nomor seri faktur pajak maka harus 
mengganti terlebih dahulu nomor seri faktur pajak 
yang benar sehingga akan membutuhkan waktu lagi 
untuk memperbaiki dokumen penagihan.  
 
SIMPULAN 
Berdasarkan penjelasan mengenai Prosedur 
Pengadaan Pelimpahan Wewenang pada Divisi 
Pengelolaan Properti dan Umum PT ASDP 
Indonesia Ferry (Persero) dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Prosedur Pengadaan Pelimpahan 
Wewenang merupakan salah satu prosedur 
rutin yang dilakukan oleh Divisi 
Pengelolaan Properti dan Umum PT ASDP 
Indonesia Ferry (Persero) sesuai dengan 
yang tertulis dalam Keputusan Direksi PT 
ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 
KD. 360/UM.201/ASDP-201 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 
dan Jasa di Lingkungan PT ASDP 
Indonesia Ferry (Persero) bahwa terdapat 
pelimpahan pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa tertentu dimana unit kerja 
properti dan umum memiliki wewenang 
untuk melaksanakan pengadaan untuk 
kebutuhan operasional kantor serta 
pemeliharaan rutin nilai maksimal 
pengadaan Rp200.000.000,00. 
2. Tujuan dari unit kerja properti dan umum 
melaksanakan prosedur pengadaan 
pelimpahan wewenang adalah untuk 
memenuhi kebutuhan unit kerja pemakai 
dalam ruang lingkup pengadaan alat tulis 
kantor, laptop, ataupun pemeliharaan 
gedung kantor dengan menggunakan 
metode pembelian langsung. Prosedur 
Pengadaan Pelimpahan Wewenang 
memiliki delapan alur yang harus 
dilaksanakan yaitu mulai dari Pengajuan 
Permintaan Pengadaan Barang/Jasa, 
Pembuatan Permintaan Penawaran oleh 
Unit Kerja Properti dan Umum kepada 
Vendor, Pembuatan Penawaran Harga dari 
Vendor, Melakukan Negosiasi Harga, 
Pembuatan Surat Pemesanan Barang/Jasa 
(SPB/J), Progress atau Selesai Pekerjaan, 
Penerimaan Barang, sampai dengan 
Penerimaan Barang oleh User Pemakai 
yang dimana setiap alurnya akan tersedia 
dokumen sebagai bukti pelaksanaan dari 
pengadaan. Implementasi nya sudah 
berjalan dengan lancar sesuai dengan 
prinsip pengadaan dan  prosedur yang 
tersedia.  
3. Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan 
prosedur yaitu unit kerja pemakai 
mengajukan permintaan pengadaan namun 
dengan harga yang melebihi dari anggaran 
yang tersedia sehingga diperlukan 
penggantian harga yang sesuai dengan 
anggaran, memasukkan referensi harga 
yang terlalu rendah atau menggunakan 
harga diskon dari e-commerce seperti 
Tokopedia atau Shopee, dan dokumen 
yang kurang lengkap untuk melakukan 
proses penagihan pembayaran sehingga 
dapat menghambat proses pembayaran 
kepada vendor.  
 
SARAN 
Pelaksanaan Prosedur Pengadaan Pelimpahan 
Wewenang pada Divisi Pengelolaan Properti dan 
Umum PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang 
berlaku, namun tetap terdapat kendala yang kadang 
terjadi sehingga dapat menghambat proses 
pelaksanaan prosedur. Saran yang dapat penulis 
sampaikan terkait kendala mengenai pelaksanaan 
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Prosedur Pengadaan Pelimpahan Wewenang adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk melakukan permintaan pengadaan 
barang/jasa sebaiknya unit kerja pemakai 
memasukkan referensi harga berdasarkan 
vendor yang telah dijadikan standar untuk 
menetapkan harga, menghindari untuk 
memasukkan referensi berdasarkan harga 
dari e-commerce seperti Tokopedia atau 
Shopee karena dari referensi harga tersebut 
cenderung akan lebih murah atau lebih 
rendah dan tidak dapat pastikan keaslian 
barang yang dibutuhkan. Jika tidak 
tersedianya anggaran untuk melaksanakan 
pengadaan maka dapat dilakukan 
penggantian spesifikasi barang yang 
menyesuaikan dengan anggaran atau 
dilakukan pergeseran anggaran dari unit 
kerja lain yang sudah didiskusikan terlebih 
dahulu.  
2. Untuk memudahkan dalam menentukan 
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan 
dimasukkan kedalam Surat Permintaan 
Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J) unit kerja 
pemakai dapat mempersiapkan katalog 
harga di awal tahun terkait barang yang 
dibutuhkan supaya memudahkan atau 
dapat dijadikan sebagai standar unit kerja 
pemakai dalam menentukan harga 
sehingga tidak terlalu rendah ataupun 
terlalu tinggi. 
3. Selalu dikomunikasikan terkait informasi 
untuk proses penagihan terhadap pihak – 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
pengadaan yaitu vendor agar tidak terjadi 
kesalahan pengiriman dokumen ataupun 
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